~ BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14a TAHUN 2017
TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu peruntukan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan adalah jaminan persalinan, yang dukungan
manajemennya sehesar 5% dari alokasi yang diterima;

b. bahwa Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan
Kabupaten Enrekang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati, namun belum mengakomodir 5% untuk dukungan
manajemen, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan

Persalinan Kabupaten Enrekang;
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Mengihgat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 _ tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone;sia Nomor
5063 );

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah
heberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Norhor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5679);

_Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

2018 pada Kegiatan Jaminan Persalinan;

 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pasien Umum di

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;

_Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 20 16 tentang

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14a TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN
DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN
ENREKANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 14a Tahun
2017 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan
Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang
" Tahun 2017 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai:
Pasal 5
(1) Rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas
pelayanan  kesehatan yang mempunyai kompetensi
pertolongan persalinan, meliputi:

a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu
hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik
melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan
kesehatan primer.

b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :

1. rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas
pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan
sekunder/tersier baik melalui RTK dan/atau langsung
ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
sekunder/tertier,

2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan
ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
sekunder/tersier atas indikasi medis, .

(2) Sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi
pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/ kader,

(3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi
atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima

Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa:

a. biaya jasa pertolongan persalinan;

b. jasa sarana/prasarana;
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¢. perawatan kehamilan resiko tinggi;

d. pelayanan KB pasca persalinan dengan alat kontrasepsi
disiapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

¢. perawatan bayi baru lahir dan/atau

f. skrining hypotiroid kongenital bayi baru lahir.

(4). Dukungan  Manajemen/pengelolaan  Jampersal  Dinas
Kesehatan Kabupaten dengan besaran maksimal 5% untuk
kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim,
survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas
kesehatan dan dukungan administrasi.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Enrekang.

ipkgn di Enrekang
Taal 14 Tebevant 2018
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BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOM 6



